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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Ternate per 

31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk 

tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Ternate. Tanggung jawab 

BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang 

telah dilakukan.  

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK 

melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar 

tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar 

memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji 

material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-

jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian 

atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh 

Pemerintah Kota Ternate, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang 

berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas 

laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut 

memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini. 

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.9 atas Laporan Keuangan dan 

Temuan Pemeriksaan Nomor 2 atas Laporan Sistem Pengendalian Intern, Pemerintah 

Kota Ternate melaporkan saldo aset tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-

masing senilai Rp1.380.785.222.322,00 dan Rp1.264.933.900.381,00. Hasil pengujian 

atas pengelolaan aset tetap menunjukkan permasalahan sebagai berikut: (1) Pemerintah 

Kota Ternate belum melakukan inventarisasi aset tetap secara menyeluruh diantaranya 

aset tetap tanah yang tidak dapat ditelusuri lokasi dan luasnya senilai 

Rp12.310.488.000,00, aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya 

senilai Rp1.362.084.150,00, dan aset tetap yang diperoleh dari pengadaan barang/jasa dan 

hibah belum dicatat sebesar Rp5.628.974.299,00; (2) Pemerintah Kota Ternate belum 

melakukan penilaian aset tetap berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan dan masih 

terdapat aset tetap yang disajikan berdasarkan nilai pasar serta aset tanah hasil reklamasi 

yang dikerjasamakan dengan PT JG yang belum dinilai. Catatan dan data yang tersedia 




